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ABSTRACT

The need for temporary houses that are used as facilities for workers and students who
live around industrial sites and universities is a profitable business opportunity for
boarding business owners. Therefore, this study aims to determine the understanding of
boarding business owners about the Tax Law, how to calculate and how to report
compliance with paying cost tax. Using primary data through questionnaires. The study
population is domiciled in Parongpong District, especially Cihanjuang Rahayu Village
and Karya Wangi Village. Sampling through convenient sampling and found 28
respondents and processed with analysis of description, correlation, determination, and
significance after a normality test. The results of the study found that the relationship
between understanding the Tax Law was strong (r = 0.69) with WP compliance, with a
contribution of 48% and a significant effect (sig. 0.00 < 0.05). The relationship between
understanding how to calculate is strong (r = 0.74) with WP compliance, with a
contribution of 55% and a significant effect (sig. 0.00 > 0.05). The relationship between
understanding how to report is very strong (r = 0.88) with WP compliance, with a
contribution of 77% and a significant effect (sig. 0.00 > 0.05). Thus, the level of
understanding of taxpayers is a strong factor that causes compliance of taxpayers who
own boarding businesses.

Keywords: regulatory understanding, how to calculate, how to report and taxpayer
compliance

ABSTRAK

Kebutuhan akan rumah sementara yang digunakan sebagai fasilitas bagi para
pekerja maupun pelajar yang tinggal di sekitar lokasi industri maupun perguruan tinggi
menjadi peluang bisnis yang menguntungkan bagi para pemilik usaha kos. Oleh sebab
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha kos tentang
UU Perpajakan, cara hitung dan cara lapor terhadap kepatuhan membayar pajak kos.
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Menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi penelitian berdomisili di
Kecamatan Parongpong khususnya Desa Cihanjuang Rahayu dan Desa Karya Wangi.
Penarikan sampel melalui convenient sampling dan didapati 28 responden dan diolah
dengan analisis deskripsi, korelasi, determinasi, dan signifikansi setelah dilakukan uji
normalitas. Hasil penelitian didapati bahwa hubungan pemahaman UU Perpajakan
kuat (r = 0,69) dengan kepatuhan WP, dengan kontribusi sebesar 48% dan berpengaruh
signifikan (sig. 0,00 < 0,05). Hubungan pemahaman cara hitung kuat (r = 0,74) dengan
kepatuhan WP, dengan kontribusi sebesar 55% dan berpengaruh signifikan (sig. 0,00
> 0,05). Hubungan pemahaman cara lapor sangat kuat (r = 0,88) dengan kepatuhan
WP, dengan kontribusi sebesar 77% dan berpengaruh signifikan (sig. 0,00 > 0,05).
Dengan demikian, tingkat pemahaman wajib pajak menjadi faktor kuat yang
menyebabkan kepatuhan para wajib pajak pemilik usaha kos.

Kata kunci: pemahaman peraturan, cara hitung, cara lapor dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan
dari pajak yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan demi kemajuan
melalui kebijakan maksimalisasi target dan capaian anggaran dasar dan belanja
pemerintah. Hasil pendapatan daerah digunakan untuk kepentingan pengembangan
dan kegunaan pembiayaan daerah tersebut (Ekasari & Lodan, 2018).

Bagi masyarakat yang lokasi rumahnya dekat dengan daerah perkantoran atao
sekolah maupun perguruan tinggi, akan sangat menguntungkan bila mendirikan usaha
rumah kos. Namun, tidak boleh diabaikan juga bahwa semua penghasilan dikenai
pajak atas persewaan kos (Ortax, 2022).

Banyak perguruan tinggi terkemuka yang ada di Bandung, bahkan samapi
disebut sebagai tempatnya orang muda untuk belajar. Hal ini menjadi kesempatan para
pemiliki property untuk mendapatkan pasive income melalui usaha rumah Kkos.
Penghasilan dari usaha rumah kos ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final
(Bapenda, 2015). Di sekitaran Parongpong banyak terdapat bisnis rumah kos-kosan.
Daerah ini merupakan kawasan pendidikan, karena adanya perguruan tinggi. Banyak
putra putri bangsa yang datang dari luar daerah untuk menimba ilmu ke universitas ini.

Kondisi ini menyebabkan tingginya kebutuhan tempat tinggal sementara selama
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menimba ilmu di sekitaran Parongpong. Ini menjadi peluang bagi warga di sekitaran
Parongpong untuk mendapatkan penghasilan tambahan sehingga banyak tersedia
rumah hunian sementara mulai dari villa, losmen, pesanggrahan, rumah kontrakkan
serta kos-kosan yang dapat digunakan orang yang berasal dari luar daerah.

Melihat banyaknya usaha rumah kos, tentu saja ini menjadi salah satu sumber
pendapatan potensial dari daerah Parongpong. Namun, Kota Bandung menurut Kepala
Disyanjak Kota Bandung Ema Sumatna mengatakan masih minimnya tingkat
pemahaman para pelaku usaha rumah kos-kosan di Kota Bandung yang tak mendaftar
sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui apakah hal tersebut
terjadi juga pada daerah Parongpong yang menjadi salah satu kecamatan yang berada
di Kabupaten Bandung Barat.

Realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak hotel Kabupaten Bandung Barat
tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel

Pendapatan Anggaran Realisasi Realisasi
Pajak TA 2021 (Rp) TA 2021 (Rp) TA 2020 (Rp)
Daerah

Pajak 28.000.000.000,00 | 9.281.272.002,00 | 9.892.1199.987,00
Hotel
Sumber: LRAPDB Bandung Barat

Data dari tabel di atas menyatakan realisasi penerimaan pajak hotel pemerintah
Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.281.272.002,00

atau 33,15% dari target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan dalam APBD
sebesar Rp28.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi pajak hotel tidak mencapai
target sebesar Rp18.718.727.998,00 atau 66,85%. Penerimaan pajak hotel tahun
anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp610.847.985,00 atau 6,18%
jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2020. Dari
data tersebut menyatakan bahwa masih banyak dari pemilik rumah hunian sementara
belum melakukan kewajibannya dalam wajib pajak. Sementara itu, hasil penelusuran
penulis diketahui terdapat cukup banyak pemilik usaha kosan di Kecamatan

Parongpong yang merupakan salah satu dari objek pajak yang dapat memberikan
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kontribusi pajak daerah dari pajak hotel Kabupaten Bandung Barat. Oleh sebab itu,
penulis akan meneliti tingkat pemahaman pemilik usah kos di Kecamatan Parongpong
dan akan menggunakan beberapa faktor sebagai pengukur kepahaman pemilik usaha
kos terhadap pajak kos-kosan, seperti undang-undang yang mengatur pajak kos-kosan,
cara menghitung pajak, cara melaporkan pajak terhutang dalam hubungan dengan
menyetorkan pajak dari para pemilik usaha kos dalam mematuhi peraturan pajak kos

dengan baik

KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pajak Daerah

UU 18/1997 yang disempurnakan dengan UU 34/2000 dan penyempurnaan
terakhir di UU 28/2009 membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dibuat
olehn DPRD provinsi atau daerah kabupaten atau kota yang membahas sumber
pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan operasional dan modal pemerintah
daerah.

Pajak Hotel

Pajak hotel menurut UU 28/2009, semua pelayanan yang disiapkan hotel,
termasuk semua pelayanan dan kelengkapan serta fasilitas kesehatan dan hiburan dari
hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan yang menerima penghasilan dari
hal tersebut dipungut pajak hotel. Menurut Perda KBB 28/2011 bentuk penginapan
yang dianggap setara dengan hotel adalah motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, rumah kos dengan

jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak Rumah Kos

Pengertian pajak rumah kos dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 bila kamarnya
berjumlah kurang dari sepuluh ruangan. Namun, terdapat kebijakan baru tentang pajak
persewaan tanah dan bangunan yaitu PP 34/2017. Khusus Perda KBB 12/2016 pasal 3
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menjadi landasan hukum pengenaan pajak kos. Dimana pengusaha kos disebut sebagai
wajib pajak atas penyediaan fasilitas dan layanan kamar kos. Biaya sewa kamar kos
menjadi dasar pengenaan tarif pajak sebesar 10%.

Pasal 44 menerangkan tentang wilayah tempat pajak kos terutang yaitu di tempat
lokasi kos berada. Masa pajak kos terdapat di pasal 45 yaitu satu bulan kalender sejak
terutangnya pajak. Seorang pengusaha kos seharusnya memiliki Surat Pengukuhan
Wajib Pajak (SPWP) dan NPWPD (NoMor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang terdapat
pada pasal 47. Pasal 49 dan 50 menerangkan formulir yang harus diisi oleh NPWPD
yaitu SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) paling lambat lima belas hari
setelah masa berakhirnya masa pajak. Dalam pasal 56 memberikan informasi tentang

pembayaran pajak terutang yaitu paling lama lima belas hari setelah pajak terutang.

Tingkat Kepatuhan Pemilik Usaha Kos Atas Pemahaman Pajak Kos

Berdasarkan laporan keuangan Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 realisasi
Penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 hanya
tercapai 33,15% dari target penerimaan. Penerimaan Pajak Hotel TA 2021 tersebut
mengalami penurunan sebesar 6,18% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan
Pajak Hotel tahun anggaran 2020.

Sementara itu, Kecamatan Parongpong merupakan bagian dari Kabupaten
Bandung Barat dan banyak rumah kos yang beroperasi. Berdasarkan penelusuran
peneliti terdapat 30 kos-kosan yang berada di Desa Cihanjuang Rahayu dan Karya
Wangi. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti tingkat pemahaman pemilik usaha kos
atas pajak kos berdasarkan peraturan perpajakan yang membuat para pemilik usaha
kos patuh. Tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor potensial bagi
pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya (Dewi dan Merkusiwati, 2018:1279).

Kabupaten Bandung Barat [
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Melalui kerangka pemikiran ini dapat dibentuk hipotesis penelitian sebagai berikut
Hol: Kepatuhan wajib pajak bukan disebabkan oleh pemahaman atas UU Perpajakan
Hal: Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman atas UU Perpajakan
Ho2: Kepatuhan wajib pajak bukan disebabkan oleh pemahaman cara hitung pajak
Ha2: Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman cara hitung pajak
Ho3: Kepatuhan wajib pajak bukan disebabkan oleh pemahaman cara lapor pajak

Ha3: Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman cara lapor pajak

METODE PENELITIAN
Metode peneliti dengan cara penelitian kuantitatif ini melalui kuesioner.
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Hubungan antar variabel yang terbentuk menggunakan metode verifikatif. Kuesioner
adalah sebuah instrument dengan beberapa pertanyaan yang mewakili variabel yang
diteliti berlandaskan teori yang dibutuhkan dari responden (Sugiyono, 2016).
Pengumpulan data dilakukan sepanjang pertengahan tahun 2023.

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan instrument pertanyaan langsung
kepada pemilik usaha kos. Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Cihanjuang
Rahayu, Desa Karya Wangi di Kecamatan Parongpong KBB sebagai populasi. Metode
pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunkan probability sampling
yaitu cara mendapatkan sampel dengan memberikan peluang yang sama pada
populasi. Teknik ini menggunakan convenience sampling, yaitu sampel yang mudah
dijangkau. Sampel penelitian ini adalah pemilik usaha kos yang dapat ditemui dan
bersedia dimintai untuk mengisi digitalisasi kuesioner dengan skala pengukuran
variabel skala Likert (Sugiyono, 2016).

Proses menguji pemahaman pemilik usaha kos pada UU perpajakan, cara hitung,
cara lapor pada kepatuhan membayar pajak kos dihitung melalui statistik deskriptif,
uji asumsi klasik, analisa koefisien korelasi dan determinasi, serta regresi untuk
melihat signifikansi secara parsial. Semua proses analisa dibantu dengan aplikasi

Excell. Kuesioner juga telah melalui proses validasi dan reliabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses pengumpulan data didapat 28 responden yang memiliki usaha rumah kos
di Kecamatan Parongpong Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Karyawangi pada

pertengahan tahun 2023 dan telah melalui proses uji validasi dan reliabilitas.

* Laki-laki ™ Perempuan

Gambar 2 Gender Pemilik Usaha Kos
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Berdasarkan hasil pengumpulan data didapati bahwa 29% responden berjenis
kelamin perempuan dan sisanya 71% pemilik usaha kos adalah laki-laki. Pendataan
tentang gender pemilik kosan ini berhubungan dengan tingkat penerimaan pajak.
Biasanya yang telah memiliki NPWP adalah laki-laki dan bila perempuan memiliki
penghasilan, maka akan ikut NPWP suami saat pelaporan penghasilan sehingga perlu

dilakukan proses pemeriksaan yang khusus.

50 - 60 _ 6
40-50 _ 2
30-40 _ 2
<30 _ 15
0 5 1|o 1|5

Gambar 3 Usia Pemilik Usaha Kos

Berikut ini adalah data responden berdasarkan usia yang dapat penulis
kumpulkan di Parongpong dapat dilihat di gambar 3, dimana pada usia kurang dari 30
tahun dimiliki oleh 15 pengusaha, usia 30 — 40 tahun dijawab oleh dua pengusaha, usia
40 — 50 tahun dijawab oleh 2 pengusaha kosan dan di usia 50 — 60 terdapat dua
pengusaha yang berada di Kecamatan Parongpong. Pendataan usia dari pemilik kosan
juga berguna untuk mengetahui bahwa penghasilan dari kosan yang wajib pajak terima
merupakan penghasilan pasif sebagai pensiunan atau memang menjadi penghasilan
utama. Penghasilan ini menjadi perhatian pihak perpajakan karena menjadi potensi

penerimaan pajak negara maupun daerah.
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Gambar 4. Jumlah Kamar Kos

Banyaknya jumlah kamar kosan yang dimiliki oleh pemilik usaha kosan di
Parongpong melalui gambar 4 berikut ini. Pada umumnya pemilik usaha kosan
memiliki kurang dari 5 kamar, karena didapati 13 dari 28 pemilik usaha kosan.
Sebanyak 9 pemilik usaha kosan yang memiliki 5 hingga 10 kamar kos, sedangkan ada
sebanyak 4 pemilik usaha kosan yang menyediakan kamar 10 hingga 15 kamar. Hanya
terdapat 2 pemilik usaha kos yang menyediakan kamar kos sebanyak lebih dari 15
kamar. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa di Parongpong kebanyakan pemilik
usaha kos menyediakan lima kamar kos untuk disewakan dan jarang yang memiliki
dan menyediakan kamar kos lebih dari lima belas kamar. Jumlah kamar kos yang
dimiliki oleh pemilik usaha kos dapat memberikan informasi perkiraan potensi

penerimaan pajak yang diterima pemerintah daerah.
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Gambar 5 Penghuni per Kamar
Dalam menjalankan usaha kosan, pemilik kosan memiliki beberapa peraturan
yang harus ditaati oleh penyewa kamar kos, salah satunya adalah jumlah yang boleh
dihuni tiap kamarnya. Deskripsi ini dapat dilihat di Gambar 5 dimana hanya terdapat
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empat pemilik usaha kos yang mengijinkan setiap kamar hanya diisi oleh satu penyewa
saja. Terdapat 16 pemilik usaha kosan yang mengijinkan setiap kamar dapat disewa
oleh dua orang sekaligus. Dan terdapat 8 pemilik usaha kosan yang mengijinkan setiap
kamar dapat disewa oleh lebih dari dua orang sekaligus.

Banyaknya penghuni yang menempati kamar kosan biasanya mempengaruhi
besaran tarif kosan yang ditawarkan oleh para pemilik usaha kos, sehingga
mempengaruhi besaran pajak yang harus disetor ke negara. Tarif yang ditawarkan oleh
para pemilik usaha kos dapat dilihat dari gambar berikut ini. Dari gambar 6 dapat
dijelaskan bahwa sebanyak lima pemilik usaha kosan memberikan tarif tidak lebih dari
lima ratus ribu rupiah tiap kamar per bulannya. Kebanyakan pemilik usaha kosan
memberikan tarif sekitar lima ratus ribu hingga satu juta rupiah per kamar tiap
bulannya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pemilik kamar kos. Berdasarkan data
responden berikan hanya dua pemilik kamar kosan yang menawarkan tarif sebesar

lebih dari sejuta rupiah tiap bulan.

2

<500.000 500.000- >1.000.000
1.000.000

Gambar 6 Tarif Kamar Kos per Bulan
Tarif sewa kos per kamar tiap bulan telah dipaparkan sebelumnya, tentunya kita
juga ingin mengetahui apa saja fasilitas yang disedikan pemilik usaha kosan bagi
penyewanya dengan tarif sewa yang ditawarkan tersebut. Pada umumnya semua
pemilik usaha kos menyediakan kamar untuk disewakan, namun tidak semuanya
disedikan tempat tidur. Ada 2 pemilik usaha kos yang tidak menyediakan tempat tidur,
dengan kata lain, hanya menyediakan kamar kosong saja. Terdapat 26 pemilik usaha

kos yang menyediakan tempat tidur dari 28 responden yang memberikan informasi
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kepada penulis. Secara detail dapat dilihat di Gambar 7 berikut ini

Fasilitas yang disediakan oleh pemilik usaha kosan merupakan obyek pajak yang
harus dilaporkan menjadi bagian penghasilan tambahan dari sewa kos, sehingga
penghasilan dari fasilitas memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak kos.

Di tarif tidak lebih dari lima ratus ribu rupiah tiap bulannya, terdapat satu pemilik
usaha kosan yang kamarnya hanya bisa menampung satu orang, tiga pemilik usaha
kosan yang kamarnya dapat menampung hingga dua orang, dan satu pemilik usaha kos
yang kamarnya dapat menampung lebih dari dua orang.
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Gambar 7 Fasilitas Kamar Kos
Di tarif antara lima ratus ribu hingga sejuta rupiah per bulannya, terdapat tiga
pemilik usaha kosan yang kamarnya hanya dapat menampung seorang saja. Terdapat
sebelas pemilik usaha kosan yang kamarnya dapat menampung satu hingga dua orang
dan tujuh pemilik usaha kosannya yang kamarnya dapat menampung lebih dari dua

orang.

ISSN: 1979-0856 | 83



EKONOMIIS | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 16 No. 1, April 2023

12
10
8 M1 orang
6 W1-2orang
4 2 [ > 2 orang
2 0 .o
0
<500rb  500rb - 1jt > ijt

Gambar 8 Tarif dan Jumlah Penghuni Kamar Kos
Pemilik usaha kosan yang berdomisili di Parongpong dengan tarif di atas sejuta
rupiah per kamar tiap bulannya memberikan informasi bahwa kamarnya hanya dapat
menampung dua orang saja.
Hasil sebaran standar deviasi dari pemahaman pemilik usaha kosan menandakan
bahwa pemahaman pada undang-undang kosan berada satu tingkat di atas maupun di
bawah cukup paham, sehingga dapat disebutkan juga ada pemilik usaha kosan yang

tidak paham dan ada juga yang paham pada undang-undang kosan.

Tabel 1 Pemahaman Pemilik Usaha Kosan Pada Undang-undang

No Pernyataan N | Rata- | Standar | ntepretasi
rata Deviasi
1 Pajak kosan adalah sumber 28 | 3,60 123 Paham
pendapatan daerah
Penerimaan pajak kos digunakan Cuku
2 | untuk membiayai pembangunan 28 1 2,90 1,07 P
Paham
daerah
3 Pa_Jak I_<osan terutang p_ada orang 28| 310 0,99 Cukup
pribadi atau penyedia jasa kos Paham
Pajak kos dipungut atas setiap Cuku
4 | penerimaan pembayaran pelayanan 28 | 3,20 0,99 P
. Paham
yang disediakan oleh kos
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Pembayaran atas jasa penunjang Cuku
5 | fasilitas kosyang disewakan termasuk | 28 | 3,10 1,21 P
) ) Paham
sebagai obyek pajak kos
Rata-rata 320 | ogs | Cukup
Paham

Hasil sebaran standar deviasi dari pemahaman pemilik usaha kosan menandakan
bahwa pemahaman pada cara hitung pajak kosan berada satu tingkat di atas maupun
di bawah cukup paham, sehingga dapat disebutkan juga ada pemilik usaha kosan yang
tidak paham dan ada juga yang paham pada cara hitung kewajiban pajak kosan.

Tabel 2 Pemahaman Pemilik Usaha Kosan Pada Cara Hitung

No Pernyataan N | Rata- | Standar Intepretasi
rata Deviasi
Dasar pengenaan pajak kos adalah Cuku
1 | besarnya harga sewa tiap kamar 28 | 3,10 1,17 P
Paham
kos per bulan
2 | Tarif pajak kos adalah 10% 28 | 3,00 1,10 Cukup
Paham
Jumlah pajak kos terutang adalah Cuku
3 | 10% dikali dengan penerimaan 28 | 2,80 1,09 P
Paham
sewa kos per bulan
Rata-rata 3,00 1,04 Cukup
Paham

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Hasil sebaran standar deviasi dari pemahaman pemilik usaha kosan menandakan
bahwa pemahaman pad acara lapor undang-undang kosan berada satu tingkat di atas
maupun di bawah cukup paham, sehingga dapat disebutkan juga ada pemilik usaha
kosan yang tidak paham dan ada juga yang paham pada cara lapor undang-undang

kosan.
Tabel 3 Pemahaman Pemilik Usaha Kosan Pada Cara Lapor
No Pernyataan N Rata- Stan_da_r Intepretasi
rata Deviasi
Masa pelaporan pajak kos adalah 1,08 Cukup
1 28 | 3,10
satu bulan kalender Paham
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Pelaporan pajak kos menggunakan 1,18 Cukup

2 | formuli Surat Pemberitahuan Pajak | 28 | 3,10 Paham
Daerah (SPTPD)

3 Pengisian SPTPD harus jelas, benar 28 | 3.40 1,13 Cukup
dan lengkap Paham
Pelaporan pajak kos selambat- 1,17

4 | lambatnya 15 hari setelah 28 | 3,50 Paham
berkahirnya masa pajak

Rata-rata 3,29 104 Cukup
Paham

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Hasil sebaran standar deviasi dari pemahaman pemilik usaha kosan menandakan
bahwa kepatuhan dalam bayar undang-undang kosan berada satu tingkat di atas
maupun di bawah cukup paham, sehingga dapat disebutkan juga ada pemilik usaha

kosan yang tidak paham dan ada juga yang paham pada undang-undang kosan.

Tabel 4 Kepatuhan Pemilik Usaha Kosan Bayar

No Pernyataan N | Rata- | Standar | ntepretasi
rata Deviasi
1 | Pajak kosan disetorkan tiap bulan | 28 | 2,80 113 C;gﬁf’
Penyetoran pajak kosan 1,07 Cuku
2 | menggunakan formulir Surat 28 | 3,10 Paturllo
Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Tanggal jatuh tempo pembayaran 1,12 Cuku
3 | pajak terutang paling lama 30 hari | 28 | 3,20 P
X Patuh
kerja setelah saat terutangnya
Rata-rata 3,00 0,90 Cukup
Patuh

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman atas UU Perpajakan
Nilai koefisien korelasi pemahaman UU Perpajakan (X1) dan kepatuhan WP (YY)
terlihat di tabel 5. Koefisien korelasi terlihat dari r senilai 0,69. Angka koefisien

korelasi r = 0,69 masuk dalam interval 0,60-0,799 dengan taraf hubungan yang kuat.
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Hasil penelitian pada wajib pajak pemilik usaha kos di Kecamatan Parongpong
menggambarkan terdapat korelasi yang kuat antara pemahaman UU Perpajakan
dengan kepatuhan WP.

Tabel 5 Koefisien Korelasi, Determinasi & Signifikansi Pemahaman UU Perpajakan

dan Kepatuhan

Koefisien Korelasi, Determinasi &

Signifikansi
Korelasi (r) 0,69
Determinasi (r?) 0,48
Signifikansi 0,00
Observations 28

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Koefisien korelasi antara pemahaman UU Perpajakan dan kepatuhan WP
menunjukkan nilai positif yang mengartikan bahwa memiliki hubungan yang searah.
Korelasi positif ini mengartikan bahwa bila terjadi peningkatan pemahaman akan
mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan WP. Korelasi positif ini juga berlaku
sebaliknya, yaitu bila terjadi penurunan pemahaman UU Perpajakan akan
mengakibatkan penurunan kepatuhan WP.

Koefisien determinasi dari responden pemilik usaha kos di Kecamatan
Parongpong dapat dilihat dalam tabel 5 di atas. Koefisien determinasi terlihat di r?
sebesar 0,48. Arti dari besaran koefisien determinasi yang diperoleh adalah bahwa
variasi atau gabungan dari variabel independen yaitu pemahaman UU Perpajakan
dapat menerangkan variabel dependen kepatuhan WP sebesar 48% dan selisihnya 52%
disebabkan oleh faktor lain.

Bila wajib pajak paham akan perlunya UU Perpajakan, manfaat dan
kegunaannya, dapat dipastikan menumbukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar
pajak kos. Nilai signifikansi 0,00 < 0,05 memiliki arti kepatuhan wajib pajak untuk
membayar pajak disebabkan oleh pemahaman pada UU Perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman cara hitung pajak
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Nilai koefisien korelasi pemahaman cara hitung (X2) dan kepatuhan WP (Y)
terlihat di tabel 6. Koefisien korelasi terlihat dari r senilai 0,74. Angka koefisien
korelasi r = 0,74 masuk dalam interval 0,60-0,799 dengan taraf hubungan yang kuat.
Hasil penelitian pada wajib pajak pemilik usaha kos di Kecamatan Parongpong
menggambarkan terdapat korelasi yang kuat antara pemahaman cara hitung dengan
kepatuhan WP.

Tabel 6 Koefisien Korelasi, Determinasi & Signifikansi Pemahaman Cara Hitung
dan Kepatuhan

Koefisien Korelasi, Determinasi &

Signifikansi
Korelasi (r) 0,74
Determinasi (r?) 0,55
Signifikansi 0,00
Observations 28

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Koefisien korelasi antara pemahaman cara hitung dan kepatuhan WP
menunjukkan nilai positif yang mengartikan bahwa memiliki hubungan yang searah.
Koefisien determinasi terlihat di r? sebesar 0,55. Arti dari besaran koefisien
determinasi yang diperolen adalah bahwa variasi atau gabungan dari variabel
independen yaitu pemahaman cara hitung dapat menerangkan variabel dependen
kepatuhan WP sebesar 55% dan selisihnya 45% disebabkan oleh faktor lain.

Bila wajib pajak paham akan perlunya cara hitung yang tepat dan benardapat
dipastikan menumbukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kos. Nilai
signifikansi 0,00 < 0,05 memiliki arti kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

disebabkan oleh pemahaman pada cara hitung hutang pajak.

Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman cara lapor pajak

Nilai koefisien korelasi pemahaman cara pelaporan (X3) dan kepatuhan WP (YY)
terlihat di tabel 7. Koefisien korelasi terlihat dari r senilai 0,88. Angka koefisien
korelasi r = 0,88 masuk dalam interval 0,80-1,00 dengan taraf hubungan yang sangat

kuat. Hasil penelitian pada wajib pajak pemilik usaha kos di Kecamatan Parongpong
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menggambarkan terdapat korelasi yang sangat kuat antara pemahaman cara lapor
dengan kepatuhan WP.

Koefisien korelasi antara pemahaman cara lapor dan kepatuhan WP
menunjukkan nilai positif yang mengartikan bahwa memiliki hubungan yang searah.
Koefisien determinasi terlihat di r? sebesar 0,77. Arti dari besaran koefisien
determinasi yang diperoleh adalah bahwa variasi atau gabungan dari variabel
independen yaitu pemahaman cara lapor dapat menerangkan variabel dependen
kepatuhan WP sebesar 77% dan selisihnya 23% disebabkan oleh faktor lain.

Tabel 7 Koefisien Korelasi, Determinasi & Signifikansi Pemahaman Pelaporan dan

Kepatuhan
Koefisien Korelasi, Determinasi &
Signifikansi
Korelasi (r) 0,88
Determinasi (r?) 0,77
Signifikansi 0,00
Observations 28

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)
Bila wajib pajak paham akan perlunya cara lapor yang tepat waktu, dapat
dipastikan menumbukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kos. Nilai
signifikansi 0,00 < 0,05 memiliki arti kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

disebabkan oleh pemahaman pada cara lappor hutang pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Ulasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kepatuhan membayar pajak kos disebabkan oleh pemahaman atas UU Perpajakan
2. Kepatuhan membayar pajak kos disebabkan oleh pemahaman atas cara hitung
hutang pajak
3. Kepatuhan membayar pajak kos disebabkan oleh pemahaman atas cara lapor

formulir SPPTD tiap akhir masa pajak
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Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dirangkum bahwa perlunya usaha

sosialisasi kegunaan dari pajak kos yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah serta

pengetahuan tentang tarif pajak kosan kepada para pemilik usaha kos.
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